BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 153 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN WAJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



7.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 4022 );

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008

Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA KABUPATEN WAJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Wajo

2. Bupati adalah Bupati Wajo.



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah
pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Kepala SKPD adalah Pejabat Struktural yang memimpin SKPD.

Analisis Standar Belanja yang selanjunta disingkat ASB adalah
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan
kegiatan yang mempunyai cirri dan jenis yang sama atau hampir sama
dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Pengendali belanja (cost driver) merupakan faktor-faktor yang memicu
biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali
belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada
jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Belanja tetap adalah satuan pengendali belanja yang merupakan
belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang
tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu
kegiatan.

Belanja variabel adalah satuan pengendali belanja yang merupakan
belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan
atau target kinerja suatu kegiatan.

Rumusan ASB rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya
belanja totak suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara
belanja fixed cost dan variabel cost.

Satuan harga barang dan jasa adalah pedoman pembakuan barang dan
jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam
periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan

pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :

a.

digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan
biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh
SKPD; dan

penyertaan penghitungan anggaran program/kegiatan yang

sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3

Penetapan Analisis Standar Belanja bertujuan :

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas
Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan
sebuah kegiatan;

memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan

meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan

dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB 1II
MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Muatan ASB terdiri dari Definisi, Rumusan ASB dan Alokasi Obyek
Belanja.

Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengertian,
penjelasan dan Batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai
karakteristik yang sama.

Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus
sesuai dengan batasan jenis ASB sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Penjelasan rincian jenis ASB adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 5

Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja
dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai
karakteristik yang sama.

Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk
dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak
boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Rumusan ASB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Penggunaan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Alokasi objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
berisikan objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada
RKA-SKPD, wuntuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai
karakteristik yang sama.

Objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan persentase ideal, minimal dan maksimal jumlah rupiah
dari total belanja yang diperolehkan untuk dianggarkan untuk setiap
belanja dari tiap kegiatan.

Alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta
persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Rincian objek belanja setiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-
SKPD tidak diperkenankan di luar dari objek belanja yang tercantum
pada batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja di
luar rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum
pada alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila
telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagaimana Ketua
Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan melebihi persentase
jumlah rupiah yang diperkenankan untuk setiap objek belanja, dengan
syarat persentase jumlah objek belanja, induk dari rincian objek belanja
tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada alokasi objek
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan melebihi dari
persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk setiap rincian
objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persentase jumlah



(1)

(2)

rupiah melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada alokasi
rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Kepala Tim
Anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wajo
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten
Wajo Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar
Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan
penyesuaian Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kasubag Perundang-undangan
TTD
A. ELVIRA FAJARWATI P, S.H.




